BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

TATA LAKSANA DAN STANDAR OPERASIONALPROSEDUR AUDIT INVESTIGASI
DAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI

Menimbang

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa
Audit dengan Tujuan Tertentu salah satunya adalah Audit
Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerabh;

bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 31/PUU-X/2012 disebutkan bahwa Inspektorat
Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi, Inspektorat daerah berwenang melakukan
audit investigatif dan audit penghitungan Kerugian
Keuangan Negara/Daerah.

bahwa sesuai pasal 120 jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224
KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20
Tahun 2001, diatur bahwa Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah melakukan audit penghitungan Kerugian
Keuangan Negara/Daerah adalah untuk memenuhi
kewajiban hukum. Inspektorat Kabupaten Sampang
sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh penyidik
untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sampang tentang Tata Laksana dan Standar Operasiona
Prosedur Audit Investigatif dan Audit Penghitungan
Kerugian  Keuangan  Negara/Daerah  Dilingkungan
Pemerntah Kabupaten Sampang.

Mengingat.....



Mengingat

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negar Repbulik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6868);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisisan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Intruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Departemen Dalam Negari dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2019 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Tahun 2022 Nomor 1218);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 5/K/I.XII1.2/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 45);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022
Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG TATA LAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Sampang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Sampang.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang.
Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk  melaksanakan
pengawasan pada instansi pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan internal
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah norma
yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor dan PPUPD
Inspektorat Daerah dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan,
mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan
yang bersifat investigasi dengan tujuan tercapainya hasil
audit yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi
pihak yang berkepentingan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian
bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai
suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang
kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan
melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan,
dan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi
bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten
dan independen untuk mengungkapkan fakta atau
kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak
pidanakorupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai
peraturan yang berlaku.

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya
disebut PKKN merupakan audit dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan
negara yang diakibatkan oleh pneyimpangan dari hasil
penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan
litigasi.



13. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan negara/daerah yang dapat menghambat
kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

14. Kecurangan (fraud) adalah Perbuatan yang disengaja atau
diniatkan untuk menghilangkan harta atau wuang
seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara
lain yang tidak fair.

15. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya
kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara
tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang
disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,
penyalahgunaan wewenang/kesempatan yang ada pada
seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian
seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar
kemampuan manusia (force majeure).

16. Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

18. Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Tipikor
adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
JENIS AUDIT

Pasal 2

Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Audit
Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Audit
Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dipergunakan sebagai acuan dan penjaminan kualitas
pelaksanaan audit oleh setiap Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Inspektorat Daerah dan/atau di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan
pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4....



Pasal 4
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan Audit Investigatif dan
Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran lain
yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal : 23 November 2023

BUPATI SAMPANG,
ttd

SLAMET JUNAIDI
Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,
ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 75



